


























































































































































































































































































































Separoh diserahkan kepada Narsih, dan separoh lagi kepada
Sipon dan anak-anak Sipin. Sipon mendapat setengah dari bagian
tersebut, dan anak-anak Sipin bersama mendapat separoh bagian
lagi. Keputusan desa ini diterima oleh yang bersangkutan.

Kasus yang lain adalah kasus Narmi. Narmi adalah seorang
janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia mendapat pening-
galan dari suaminya, dua orang anak perempuan dan sebidang
tanah dengan rumah di atasnya. Kemudian Narmi kawin dengan
Salimin dan tinggal bersama di rumah peninggalan suami Narmi
yang lama. Dari perkawinannya dengan Salimin, Narmi mempu-
nyai dua orang anak laki-laki. Kemudian dua orang anak perem-
puan itu kawin dan pindah tempat. Dan selanjutnya Salimin me-
ninggal dunia.

Untuk membantu kelangsungan hidup dua orang anak pe-
rempuannya yang telah kawin, maka kemudian diadakan pemba-
gian warisan. Rumah berikut tanah dijual. Separoh dari hasil
penjualan itu diberikan kepada dua orang anak perempuannya
yang telah kawin, separoh yang lain untuk anak-anak Salimin
yang masih kecil-kecil. Bagian dua orang anak yang masih kecil-
kecil ini, kemudian dibelikan lagi tanah dan rumah di mana
Narmi tinggal bersama untuk ngembani.

Sebagai kasus yang ketiga adalah pembagian warisan antar
Ralim dan saudara-saudaranya, Ralim adalah seorang dari empat
bersaudara anak Pak Karto anak-anak yang lain adalah pak A,
Nyonya Pi’i, pak Margono. Ralim adalah anak yang termuda.
Semuanya sudah bermuahtangga. Pak A, sudah berumahtangga
dan tinggal di rumah sendiri. Nyonya Pi’i sudah berumahtangga
dan tinggal bersama suaminya di rumah yang dahulu dibelikan
pak Karto. Pak Margono sudah berkeluarga dan tinggal di rumah
di atas tanah bagian belakang rumah pak Karto. Pak Ralim sudah
berumah tangga dan tinggal bersama di rumah pak Karto. Pak
Karto kemudian meninggal dunia, dan selanjutnya telah diadakan
pembagian warisan. Pak A dan nyonya Pi’i tidak mendapat apa-
apa karena dahulu telah mendapat rumah sewaktu Pak Karto
masih hidup ketika mulai mencar. Pak Margono yang telah men-
dapat tanah gisik mendapat susuk dari Ralim untuk -mendirikan
rumah di tempat lain. Ramli tetap menempati rumah pak Karto
dan hidup bersama dengan ibunya. Pembagian waris ini tidak di-
laporkan kepada Kepala Desa dan tidak atas persetujuan Kepala
Desa. Pembagiannya berdasarkan atas kesepakatan dan kerukunan.
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Dari gambaran tersebut di atas orang dapat menarik kesim-
pulan tentang pembagian warisan yang berlaku di Jawa, ialah pem-
bagiannya berdasarkan keputusan bersama dan atas dasar keru-
kunan, ada persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan.
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BAB VI
BEBERAPA ANALISA

1. Nilai-nilai Adat Dan Upacara Perkawinan

Betapa banyak dan besarnya nilai adat dan upacara per-
kawinan dalam khasanah kebudayaan bangsa kita tidak perlu
kita sangsikan lagi. Karena itu agar supaya adat dan upacara per-
kawinan yang mempunyai nilai yang positip jangan sampai ter-
seret oleh arus kebudayaan luar, harus kita pelihara dan kita
kembangkan dengan daya dan kemampuan yang ada. Adapun
nilai-nilai yang terkandung dalam adat dan upacara perkawin-
an antara lain sebagai berikut:

Gotong Royong. Nilai ini dapat kita lihat misalnya pada
waktu seseorang mempunyai keperluan mendirikan rumah, me-
nyelenggarakan peralatan (mantu, supitan dan lain-lain), wak-
tu ada kematian dan sebagainya. Para sanak keluarga dan te-
tangganya datang untuk membantu supaya keperluan itu dapat
terselenggara dengan baik. Bantuan ini merupakan moril, tena-
ga dan material. Bantuan moril yang mereka beri berupa petun-
juk-petunjuk atau saran-saran bagaimana supaya keperluan itu
dapat berjalan lancar dan baik. Wujud bantuan tenaga, mereka
datang ikut aktif mengerjakan apa saja yang perlu dikerjakan.
Misalnya turut mendirikan rumah, pasang tarub, menerima ta-
mu membantu memasak dan lain sebagainya. Sedang bantuan
material, mereka datang membawa beras, kelapa, pisang dan
lain sebagainya yang diperlukan dalam peralatan itu. Ada pula
yang memberi sumbangan uang. Dengan demikian keperluan
ini seolah-olah bukan saja menjadi tanggungan orang yang ber-
sangkutan, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara
para sanak keluarga maupun tetangganya.

Musyawarah. Nilai ini nampak selain pada waktu sese-
orang hendak menyelenggarakan peralatan dengan membentuk
semacam panitia lalu mengadakan musyawarah atau rapat, ju-
ga pada waktu membagi warisan. Pada waktu pembagian wa-
risan, setiap ahli waris itu sudah mempunyai bagian-bagian sen-
diri-sendiri menurut aturan yang berlaku. Tetapi mereka masing-
masing tidak harus menuntut bagian sebesar yang menjadi hak-
nya. Mereka sebelumnya mengadakan musyawarah, bagaimana
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warisan itu akan dibagi, berapa dan apa bagian masing-masing.
Berdasarkan macam-macam pertimbangan, mungkin seorang
ahli waris tidak mendapat bagian warisan atau kalau dapat ti-
dak sama dengan ahli waris yang lain. Dasar pembagian waris-
an bukan apa yang menjadi haknya, melainkan apa atau bagai-
mana selayaknya atau sepatutnya. Apabila terjadi sebaliknya
(seorang ahli waris menuntut apa yang menjadi haknya padahal
selayaknya tidak demikian), maka masyarakat akan mengata-
kan kepada ahli waris itu orang yang keterlaluan (ora lumrahe
uwong) = bukan selayaknya sebagai manusia.

Sopan Santun. Menurut adat, merupakan keharusan kaum
muda menghormat kaum tua. Sebaliknya kaum tua harus melin-
dungi kaum muda. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan se-
hari-hari, misalnya dalam tata-cara berbicara, pergaulan dan se-
bagainya. Dalam tata-cara berbicara bahasa yang dipergunakan
oleh kaum muda kalau ia berbicara dengan orang kaum yang
lebih tua akan berbeda kalau ia berbicara dengan orang yang se-
baya atau lebih muda. Ia harus mempergunakan krama inggil
terhadap orang yang lebih tua. Sebaliknya terhadap orang yang
sebaya cukup ngoko atau krama lugu. Kalau kaum tua sedang
membicarakan sesuatu yang penting, anak-anak/kaum muda ti-
dak boleh mendengarkan. Kalau dalam pesta atau di tempat/
di kendaraan umum kaum muda telah menduduki kursi atau
tempat tertentu sedang kaum tua/yang lebih tua belum men-
dapatkan, ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada kaum
tua/yang lebih tua. Ini semua merupakan ekspresi bahwa kaum
muda harus menghormat kaum tua.

2. Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan Dengan
Keluarga Berencana.

Menurut dr. Suwarjono Suryaningrat dalam tulisannya
mengenai Masalah Penduduk dan Pelaksana Keluarga Beren-
cana di Indonesia mengatakan bahwa tujuan pokok dari Pro-
gram Keluarga Berencana adalah meningkatkan derajat kesehat-
an dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa
pada umumnya, serta meningkatkan taraf kehidupan rakyat
dengan cara menurunkan angka Kkelahiran, sehingga pertambah-
an penduduk tidak melebihi kemampuan untuk menaikkan pro-
duksi. Supaya tujuan itu dapat tercapai, maka usaha-usaha yang
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ditempuh adalah: mencegah/mengatur kehamilan, mengobati
kemandulan dan memberi nasehat perkawinan.

Bilamana tujuan dan usaha-usaha yang dijalankan oleh pro-
gram keluarga berencana seperti tersebut di atas, maka antara
adat dan upacara perkawinan dengan keluarga berencana sedi-
kit sekali hubungannya, bahkan dapat dikatakan berlawanan.
Menurut pandangan adat, bocah iki nggawa rejeki dhewe-dhe-
we (anak itu membawa keberuntungan sendiri-sendiri). Anak
itu pemberian Tuhan. Kalau Tuhan masih mengaruniai anak
kepada keluarga tersebut, maka Tuhan akan mengaruniai rejeki
kepada keluarga yang bersangkutan, demi kelangsungan hidup
anak yang baru dilahirkan itu. Lebih-lebih pada zaman dahulu,
dengan tambahnya anak, berarti tambahnya potensi kerja.

Kecuali pandangan hidup yang demikian, keadaan pada
waktu itu juga berpengaruh besar. Pada waktu itu kebutuhan
keluarga/orang belum sekompleks sekarang. Orang sudah me-
rasa puas kalau ia dapat mencukupi kebutuhan pokok yaitu
makanan, pakaian dan perumahan. Kebutuhan pokok ini pun
tidak begitu muluk, mentereng atau mewah seperti sekarang.
Pada waktu itu makan asal kenyang, pakaian asal tertutup ba-
dannya dan tidak usah banyak dan macam-macam seperti se-
karang. Begitu pula mengenai perumahan, asal besar dan kuat,
sehingga cukup untuk keperluan peralatan menantu, supitan
dan lain-lain. Karena keadaannya demikian, maka mereka tidak
merasa, bahwa dengan adanya banyak anak merupakan problem
yang besar. Lain halnya dengan keadaan sekarang, selain kebu-
tuhan makin komplek jumlah orang pun makin banyak, sedang
bertambahnya barang yang dibutuhkan tidak secepat pertam-
bahan penduduk. Sehingga orang yang mempunyai anak yang
banyak, akan menghadapi bermacam-macam problem, bagai-
mana mencukupi kebutuhan anaknya akan makan, pakaian dan
perumahan serta kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya. Lebih-
lebih pada waktu menjelang hari raya, menjelang tahun ajaran
baru dan sebagainya. Oleh karena itu mereka merasa perlu ada-
nya keluarga kecil dengan membatasi jumlah anak.

Menurut pandangan adat, perkawinan yang berhasil ada-
lah perkawinan yang dikaruniai anak yang banyak. Anak yang
banyak merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga yang ber-
sangkutan. Oleh karena itu kalau ada seorang yang telah kawin
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dan untuk beberapa bulan atau beberapa tahun belum dikaru-
niai anak, keluarga baru ini lalu berusaha sedemikian rupa agar
segera mempunyai anak. Misalnya dengan cara mengambil anak
(mupu) anak saudaranya atau orang lain sebagai pemancing/
penuntun agar ia sendiri dapat mampunyai keturunan atau de-
ngn cara mendukun dan lain-lain.

3. Hubungan Antara Adat dan Upacara Perkawinan Dengan Un-
dang-undang Perkawinan.

Undang-undang perkawinan yang sekarang berlaku adalah
UU No. 1 tahun 1974 yang termuat dalam Lembaran nega-
ra tahun 1974 No. 1 Aturan pelaksanaan Undang-undang ini
adalah peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 termuat dalam
Lembaran Negara tahun 1975 No. 12, yang diundangkan se-
jak tanggal 1 April 1975, tetapi baru berlaku secara effektif se-
jak tanggal 1 Oktober 1975.

Tujuan perkawinan menurut pasal 1 dari UU ini ialah: Per-

kawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun unsur-unsur agar tujuan itu
dapat tercapai antara lain: Adanya persetujuan yang bebas an-
tara calon suami dengan calon istri. Para pihak (calon istri dan
calon suami) harus sudah mencapai umur tertentu (19 tahun,
dan 16 tahun), sehingga sudah dapat berpikir secara sadar ten-
tang arti dan tujuan perkawinan. Mereka kawin bukan sema-
ta-mata karena dorongan nafsu biologis atau dorongan-dorong-
an lain yang tidak baik. Tujuan lain adalah mencegah tidak ter-
jadi poligami, kecuali sangat diperlukan. Sebab dengan terjadinya
poligami keadaan rumah tangga akan tidak damai dan tenteram.
Lebih-lebih kalau suami kurang bijaksana.
Setelah perkawinan dilangsungkan, masing-masing pihak me-
ngetahui dan memenuhi kewajibannya, tidak menurut sesuatu
yang bukan menjadi haknya. Di antara anggota keluarga ti-
dak ada yang sakit-sakitan, lebih-lebih menderita sakit yang la-
ma atau sukar disembuhkan. Di samping itu dipersukar terjadi-
nya perceraian atau boleh terjadi kalau sangat diperlukan dan
harus memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Dengan dipersukar-
nya perceraian, maka perkawinan dapat kekal.

Dengan mengingat prinsip-prinsip tersebut di atas maka
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dapat kita ketahui bahwa antara adat dan upacara perkawin-
an dengan undang-undang perkawinan ada hubungan yang po-
sitip,  yakni sama-sama menghendaki terbentuknya keluarga
yang bahagia lahir dan bathin. Hal ini semua dapat kita lihat
pada upacara-upacara yang mendahului perkawinan maupun
dalam upacara perkawinan (upacara panggih). Upacara-upacara
yang mendahului perkawinan seperti ukuran pemilihan jodoh
yang ideal baik bagi suami maupun istri, nontoni, pertunangan
dan sebagainya tidak lain hanya bermaksud agar perkawinan ini
dapat kekal dan membentuk keluarga yang bahagia sampai ka-
ken-kaken ninen-ninen. Begitu pula pada saat upacara perka-
winan, rumah di hias dengan bermacam-macam daun yang ke-
semua itu mengandung maksud yang baik, yaitu agar setelah
terjadi perkawinan pengantin berdua dapat hidup rukun dan
damai mempunyai keturunan, banyak rezeki dan lain sebagai-
nya.

Pengantin mengenakan pakaian tertentu, tidak sembarang pa-
kaian, misalnya kainnya sidomukti, sidoluhur atau sidomulyo,
ini tidak lain juga bemaksud agar pengantin berdua nanti hi-
dupnya dapat mukti, mulyo seperti priyayi luhur, dapat men-
cukupi seluruh kebutuhan hidupnya baik moril maupun mate-
rial.

Kecuali yang sudah tersebut di atas adat dan upacara-

upacara perkawinan juga memenuhi unsur-unsur atau prinsip-
prinsip untuk tercapainya tujuan perkawinan seperti diuraikan
di bawah ini antara lain:
Adanya persetujuan bebas dari kedua belah pihak. Setelah non-
toni, calon pengantin pria telah senang terhadap gadis yang di-
tontoni itu, maka diteruskan dengan lamaran dari pihak pria.
Pihak gadis pun tidak harus menerima lamaran ini. Kalau ia
tidak setuju diajak hidup bersama sebagai suami istri oleh pria
yang melamarnya, ia berhak menolak (nampik). Dengan demi-
kian kalau antara kedua belah pihak tidak ada persetujuan, ma-
ka perkawinan itu tidak akan berlangsung.

Kedua belah pihak harus sudah mencapai batas usia ter-
tentu. Meskipun dalam perkawinan adat tidak ada aturan yang
tegas mengenai umur berapa seseorang boleh kawin, sudah di-
tentukan bahwa seseorang boleh kawin bagi laki-laki kalau su-
dah dapat rumagang gawe (dapat bekerja) dan bagi perempuan
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kalau sudah menstruasi. Mengingat hal ini kecil sekali kemung-
kinannya terjadi perkawinan yang sangat muda usia. Mereka be-
rani kawin setelah merasa dapat hidup sendiri/berdiri sendiri,
tidak tergantung pada orang tua. Memang ada perkawinan di
bawah umur, tetapi untuk hidup bersama sebagai suami istri
ditangguhkan sampai yang bersangkutan dapat berdiri sendiri.
Antara mereka baru terjadi kawin gantung (ijab dan kabul) be-
lum diresmikan (diramek-rameke). Menurut adat perkawinan
itu syah, telah diramek-ramekke.

Tidak terjadi poligami. Menurut UU No. 1/1974 pada asal-

nya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan se-
orang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
Jadi di anut sistim monogami. Tetapi sistim monogami ini da-
pat dilanggar, asal sangat diperlukan oleh yang bersangkutan,
agamanya tidak melarang dan memenuhi syarat-syarat yang te-
lah ditentukan. Syarat-syarat ini dapat kita lihat pada pasal 4
dan 5 U.U. tersebut. Aturan ini sesuai dengan aturan adat. Adat
tidak melarang adanya poligami ini, tetapi poligami adalah sua-
tu perbuatan yang tercela. Kalau sampai terjadi ada seorang yang
istrinya dua atau lebih, maka orang tersebut namanya menjadi
kurang baik, menjadi buah bibir.

Setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak me-
ngetahui dan memenuhi kewajiban-kewajibannya sendiri-sendi-
ri. (pasal 30 s/d 34). Dalam adat hal ini dapat kita lihat pada
waktu upacara panggih. Pada waktu itu pengantin wanita mem-
basuh kaki pengantin pria, setelah menginjak telur, maksudnya
memberi petunjuk bahwa pengantin wanita setelah sebagai istri
harus bekti (tunduk, patuh dan hormat) pada suami. Sedang
upacara kacar-kucur mempunyai maksud memberi petunjuk
kepada pengantin pria, sebagai suami berkewajiban antara lain
untuk memberi nafkah kepada istri. Upacara dulang-dulangan
mempunyai maksud memberi petunjuk kepada kedua pengan-
tin bahwa sebagai suami istri berkewajiban saling memberi dan
saling menerima dalam segala hal.

Diantara anggota  keluarga tidak ada yang sakit-sakitan
lebih-lebih sakit yang sukar disembuhkan. Menurut adat hal ini
dapat kita ketahui dalam hal cara/ukuran memilih jodoh yang
ideal, khususnya bibit. Seandainya ada seorang gadis yang
bibitnya (orang yang menurunkan) tidak baik, misalnya mem-
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punyai sakit ingatan, maka tidak akan dipilih sebagai jodoh.
Sebab kalau orang-orang yang menurunkan ada yang mempu-
nyai penyakit tersebut di atas, besar kemungkinan akan menu-
run pada gadis itu.

Begitu pula menurut adat di larang kawin antara dua orang yang
terlalu dekat hubungan darahnya. Hal ini tidak lain juga untuk
menghindari agar anak-anak mereka jangan menderita penya-
kit keturunan. Sebab bila dua orang yang hubungan darahnya
sangat dekat dan biasanya mempunyai penyakit keturunan yang
sama kemudian kawin, maka penyakit itu biasanya akan menu-
run kepada anak mereka.

Di persukar terjadinya perceraian. Undang-undang No. 1/
1974 yo Peraturan Pelaksanaannya pada asasnya mempersukar
terjadinya perceraian dapat terjadi setelah mendapat keputusan
Pengadilan. Pengadilan akan menjatuhkan keputusan yang ber-
isi perceraian, apabila pengugat yang mengajukan permintaan ce-
rai mempunyai alasan-alasan yang kuat seperti yang disebutkan
pada pasal 39 U.U. No. 1/1974 jo. P.P. 1975/9 pasal 19. Asas
ini sangat dirasakan oleh orang-orang yang tempat tinggalnya
jauh dari Pengadilan.

Menurut adat, perceraian itu bukan merupakan larangan,
tetapi merupakan perbuatan yang tercela. Oleh karena itu per-
ceraian tidak akan dilakukan, kecuali kalau terpaksa sekali. Se-
ring sekali terjadi, seorang yang sebenarnya sudah tidak dapat/
tahan lagi hidup bersama dengan suami atau istrinya, tetapi
mengingat bahwa perceraian merupakan perbuatan yang terce-
la tersebut maka ia enggan untuk bercerai. Untuk ini ia meng-
ambil cara pisah kebo. Artinya secara resmi mereka tidak ber-
cerai, tetapi sudah tidak lagi hidup bersama antara suami is-
tri.

4. Pengaruh Luar Terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.

Pengaruh Agama. Agama yang besar pengaruhnya terha-
dap adat dan upacara perkawinan adalah agama Islam. Hal ini
logis, karena sebagian besar penduduk Jawa Tengah memeluk
agama Islam. Pengaruh agama Islam yang nampak jelas terha-
dap adat dan upacara perkawinan adalah adanya Peradilan Aga-
ma Islam. Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling menyata-
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kan, bahwa perkara-perkara perdata yang timbul di antara orang-
orang Muslim, apabila hukum adat mereka menentukannya, ada-
lah diadili oleh pengadilan Agama Islam, kecuali jika oleh suatu
Undang-undang di tetapkan lain. Pengadilan Agama Islam hanya
berkuasa. Mengadili perselisihan antara suami istri yang kedua-
nya beragama Islam. Selain itu mengadili perkara-perkara perda-
ta antara orang-orang Muslim tentang perkawinan, talak, rujuk
dan penghentian perkawinan secara syah, sekedar ditentukan
campur tangan dalam Pengadilan Agama Islam. Menetapkan bah-
wa suatu perkawinan adalah putus dan menyatakan bahwa di-
penuhi suatu syarat dari suatu penalakan bersyarat (taklik).

Pihak-pihak yang tidak puas atau keputusan hakim Pengadilan
Agama, dapat mengajukan banding ke Mahkamah Islam Ting-
gi. Putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi yang
sudah berkekuatan tetap harus dikuatkan oleh Pengadilan Ne-
geri. Sebelum dikuatkan, putusannya belum dapat di jalankan.

Dengan berlakunya U.U. No. 1/1974, maka fungsi Peng-

adilan Agama makin besar. Pengadilan inilah yang menentu-
kan seseorang boleh berpoligami, memberi dispensasi untuk
dapat dilanggar syarat-syarat perkawinan, memutus tentang
pembatalan dan pencegahan perkawinan dan sebagainya.
Agama Islam berpengaruh juga dalam pembagian warisan. Se-
belum terpengaruh Islam, bagian ahli waris laki-laki sama be-
sarnya dengan ahli waris perempuan. Dengan pengaruh Islam
maka bagian warisan ahli waris laki-laki dengan perempuan ber-
banding 2 : 1 (segendhong sepikul).

Pemilihan jodoh yang ideal, sebagai akibat pengaruh per-
gaulan atau kemajuan pendidikan masa kini maka orang sudah
tidak begitu berpegang teguh pada bibit, bebet dan bobot lagi.
Ukuran memilih jodoh yang ideal sekarang titel, jabatan, mate-
ri dan sebagainya. Bahkan sekarang materi inilah yang ‘meme-
gang peranan. Tidak dipandang apakah pekerjaannya, siapakah
yang menurunkan, dengan siapakah ia bergaul dan sebagainya,
kalau ia punya uang banyak, jadilah.

Fungsi congkok. Dengan bebasnya pergaulan antara pemu-
da dan pemudi, maka adat nontoni dan nglamar yang biasanya
dilakukan oleh congkok, maka dapat dikatakan sudah tidak
ada lagi.

Sebelum perkawinan dilangsungkan antara mereka sudah me-
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ngenal sekecil-kecilnya tentang rupa dan sifatnya masing-masing,
bahkan sampai pada latar belakang keluarganya. Kalau pihak
pria mengajukan lamaran, ini hanya sekedar patut-patut saja.
Kenyataannya orang tua kedua belah pihak sebenarnya sudah
saling setuju kalau anaknya kawin. Lamaran ini tidak perlu di-
lakukan oleh congkok lagi. Kadang-kadang sudah dilakukan
sendiri oleh calon pengantin pria. Dengan demikian fungsi cong-
kok sudah berkurang.

Barang gawan. Pada waktu suami istri baru hendak men-

dirikan rumah tangga sendiri, memisah dari orang tua (bawa
dhewe), menurut adat orang tua pihak pria berkewajiban mem-
beri gawan kepada anaknya berupa rumah, sawah dan kalau
ada sepasang lembu atau kerbau untuk mengerjakan sawah.
Sedang orang tua pihak perempuan berkewajiban memberi ga-
wan kepada anaknya perhiasan serta perabot rumah tangga.
Untuk masa sekarang hal ini sudah tidak mutlak berlaku. Yang
biasa berlaku adalah mengingat kondisi ekonomi kedua belah
pihak. Kalau keadaan ekonomi pihak pria lemah sedang keadaan
ekonomi pihak wanita kuat, maka gawan yang paling banyak
berasal dari pihak wanita.
Kalau pihak pria yang kuat, pihak pria yang memberi gawan
banyak. Kalau keduanya lemah, maka tidak usah diberi gawan.
Orang tua sekarang hanya berkewajiban menyekolahkan anak-
nya semampu mungkin, sehingga anaknya nanti mempunyai
bekal seandainya akan mendirikan rumah tangga sendiri. (nya-
ngoni kapinteran).

Sebagai pengaruh lain yang dapat diuraikan ada penilai-
an terhadap perkawinan glundung semprong. Dahulu kalau ter-
jadi kawin glundung semprong, maka orang tua pihak pria akan
merasa hina atau malu karenanya. Sebab sebagai orang tua diang-
gap tidak dapat menepati kewajiban mengangkat anaknya. Ma-
syarakat pun menilai orang tua itu kurang baik. Sehingga kalau
tidak terpaksa sekali tidak terjadi kawin glundung semprong.
Oleh karena itu tidak jarang terjadi, orang tua yang akan me-
ngawinkan anaknya terpaksa mencari-cari pinjaman, mungkin
dengan bunga yang tinggipun mau, demi menjaga nama baik
keluarganya. '

Sebaliknya sekarang kawin glundung semprong dapat dikatakan
sudah merupakan hal yang biasa (lumrah), tidak merupakan
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hal yang hina, karena pengaruh kemajuan pendidikan dan
kesukaran ekonomi, orang sekarang berpikir praktis . Kalau
antara kedua belah pihak sudah saling mencintai dan saling se-
tuju perkawinannya akan dilangsungkan.

Maka bukan merupakan soal lagi seandainya pihak pria tidak
memberi apapun maka perkawinan dapat dilangsungkan di rumah
pihak wanita saja.
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A
adik-ipe;
adik-mindoan;
adik-misanan;
adimas;
ambuka kawah;
andhong;
antebing kalbu;
ayem tentrem;

B

bage binage;
banyu setaman;
barang gawan;
baro-baro;
basahan;
batih;

bebet;
bebrayan urip;
bedol-susu;
begal;
begalan;
bekti;

bendo;
betepe;

bibit;

biyung;
bobot;

bojo;

bokor mengkurep;
bondo gono;
diwiwahe;
dukun paes;
bothekan;
boyongan;
bu-dhe;
bu-lik;
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INDEKS

bu-puh;
buyut;

C

cekel-gawe;
cengkir;
centhung;

cinde gubeg;
cinde seretan;
clupak;

cobek;

chul;

congkok;
cucuking lampah;
cundhuk mentul;

D

dawet;

degan;

diajeng;
dingklik;

dipacak ;
dipunjungake;
diramek-rameke;
disarati;
dulang-dulangan;

E

embah;
empluk;
enem;

enjet;
enthong; *
epek timang;
€yang;

eyang kakung;
eyang putri;



F
fasch (fasach);

G

gagar mayang;
gana-gini;
garaning nyawa,
garwa;

garwo padmi;
garwo selir;
gawan;

gawe;

gejogan;

gereh pethek ;
gethak dina;
glundung semprong;
godheg;
gropyokan;

H

hangayani;
hangayemi;
hangayomi;

I

idak pedarakan;
ijab;
ingkung;
ilir-ilir;
istri-ibu;

J
jadah;
jajan pasar;
jamang;
janganan;
janur;
jenang;
jenang sungsum;

jodhang (jolian);
jongkok;
juruh;

K

kacar-kucur;
kakang/kang;
kampung;
kanca estri;
kanca wingking;
kangmas;
kapangeranan;
kara;

kathekan;
kadang katut;
kuncaran;
kuwat ing gawe;
katul;

kecohan;
kembar mayang;
kemben;

kepernah sedulur tuwo;

kerik;

kirab;

klambi;

klasa bangka;
klemuk ;
klenting;
kliwon;
kluwih;
koncer;
kromo;
kromo inggil;
kromo lagu;
kromo madio;
krowakan;
kuat-gawe;
kudangan;
kuluk biru matak;
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L

ladrang;

laler mencok;
langen harjan;
langen kusuman;
lawe;

legi;

lombok;
lopak-lopak ;

M
mbakyu mindoan;

mbak-ayu (mbakyu);
mbakyu-ipe;

N

nyadran;

nyangoni kapinteran;
nyantri;

nyekeli;

nakokake;

nak-sanak ;

nampik;

nasi asahan (nasi golong)

mbakyu misanan; ngabekti;
mbok-dhe; ngecakake;
mbok lik; ngembani;
mematun; ngindung;
mencar; nglamar;
mentas; nglangkahi;
midodareni; nglumahake ngurepake;
mlimpingi rembug; ngoko;
mugen; ngoko madio;
mukti; nontoni;
mulyo; nubruk;
mupu;
majemukan; 0
mal-waris; omah-omah;
mandiri; otek;
mangir; ora lumrahe uwong;
mantu;
| 4
mantun;
mara-sepuh;; pedaringan;
mara-tua; pembarep
mara-tuwo; pendhapa (pendapa);
mas; pengaren;
mas-ipe; peningset;
mas misanan; pepalingning-sir;
mbah; perkawinan dhandhang kepuntri;
mbah lanang; perkawinan dhadhung sapencokan;
mbah wedok; perkawinan glundhung semprong;
mbak-ayu (mbakyu);
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perkawinan; nubruk;
perkawinan tumbuk-tumbukan;
pesing;

petanen;

pidih;

pindhang abang;
pindhang putih;
pinisepuh;
pipisan;

pisah kebo;
paes;

pahing;

paidon;

pakem;
pak-dhe;
pak-lik ;
pak-puh;

pancer wali;
pancul;

panggih;
pangur;
panjang-ilang;
parijatha;
pasedan;

patah;
pathokan;
patukon;

paceh pamure;
plangkah;

plisir;

pon;

ponjen;

priyayi;

pucang;

punar;
pundhak;
pupuk lempuyange;
putu;

R

rama;
randha lanjar;
rapak;
rasanan;
rayat;

rayi;

receh;
rebutan jago;
regol;
rembug;
rigen;
rumagang;

S

sabuk boro;
sabuk cinde;
sedulur adoh;
sedulur cedak;
sedulur enom;
sedulur ipe;
sedulur mindoan;
sedulur misanan;
sedulur nak sanak;
sega asahan;
sejanjang;
sekaten;

sekul lengkahan;
semah;

senthong tengan;
sepasar;
sepasaran;
setaman;
setangkep;

setri;

sido-asih;
sido-luhur;
sido-mukti;
sido-mulyo;
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simbok;
sinom;
sindur;

sabuk sindur;
sadak;
sajanjang;
sajen;

sajian;
saka-guru;
sanak sedulur;
sanggan;
sapar;
sapengadik;
sarat (disarati);
seba;

sedulur;
suami-ayah;
suami-bapak ;
sumurup;
sungkem;
sungsuman;
supados boten cures;
supitan;

sura;
suruh-ayu;
susuk ; ¢
siraman;
siwo;

siwur;
slametan;
somah;

srasrahan (srah-srahan);

T
takir;
tampanana
kayane bojomu;
tarub;
tegen;
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temanten;

temu;

tetak;

tetuwuhan;
tontoni;

tratag;
tumbak-tumbakan.
tukon;

tumpeng;

tumpeng gundhul;
tumpeng janganan;
tumpeng robyong;
tumper;

tumplek;

tuwuh;

U
ujung;
upacara panggang;

w

wage;

wali mahan;

wayah;

wayuh;

weton;

widodari seketi kurang siji;
wiwoho;

wong-abangan;

wuragil ;

Y
yoga;

Catatan :

* ] adalah halaman lama (ha-
laman naskah sebelum dipe-
riksa).
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